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KATA PENGANTAR  

 

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala atas segala 

limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan buku berjudul “Politik Hukum di 

Indonesia”. Buku ini hadir sebagai upaya reflektif dan kritis terhadap 

dinamika sistem hukum nasional yang senantiasa berinteraksi dengan 

kekuasaan, kebijakan publik, serta nilai-nilai sosial yang hidup dalam 

masyarakat. 

Dalam konteks Indonesia, hukum tidak dapat dipahami semata-

mata sebagai kumpulan norma tertulis yang bersifat imperatif, 

melainkan juga sebagai hasil dari proses politik yang kompleks dan 

dinamis. Politik hukum merupakan ranah di mana kehendak politik, 

ideologi, dan kepentingan negara bertemu untuk menentukan arah, 

bentuk, dan substansi hukum. Oleh karena itu, politik hukum menjadi 

jembatan antara idealitas konstitusi dan realitas sosial, antara cita 

hukum (rechtsidee) dan praktik kekuasaan. 

Buku ini berangkat dari kesadaran bahwa pembentukan hukum 

di Indonesia tidak pernah berdiri di ruang hampa. Sejak era kolonial, 

masa kemerdekaan, hingga reformasi, wajah hukum nasional selalu 

dipengaruhi oleh arah politik yang berkuasa. Pergeseran paradigma 

dari rule by law menuju rule of law menjadi cerminan perjuangan 

panjang bangsa ini dalam mewujudkan sistem hukum yang 

berkeadilan, demokratis, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi 

manusia. 

Penulis berusaha menghadirkan analisis yang utuh dengan 

meninjau politik hukum dari berbagai dimensi — mulai dari aspek 

historis, filosofis, normatif, hingga praktik kelembagaan. Pembahasan 

mencakup antara lain: politik pembentukan undang-undang, relasi 

antara eksekutif dan legislatif dalam perumusan kebijakan hukum, 

peran yudikatif dalam menjaga independensi hukum, serta bagaimana 

tekanan globalisasi dan demokratisasi memengaruhi arah politik 

hukum nasional. 

Lebih jauh, buku ini juga menyoroti tantangan kontemporer 

politik hukum di Indonesia, seperti persoalan hukum dalam penegakan 

keadilan sosial, pergeseran orientasi hukum dari represif ke 

partisipatoris, hingga isu-isu aktual seperti omnibus law, reformasi 

peradilan, dan korupsi kebijakan. Seluruh tema ini disajikan bukan 

sekadar sebagai telaah akademik, melainkan juga sebagai bahan 
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refleksi untuk memperkuat kesadaran publik terhadap pentingnya 

supremasi hukum yang berkeadilan. 

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, praktisi 

hukum, serta siapa pun yang memiliki ketertarikan pada kajian politik 

dan hukum di Indonesia. Diharapkan, kehadirannya dapat 

memperkaya khazanah literatur hukum nasional sekaligus menjadi 

bahan rujukan dalam memahami arah pembangunan hukum yang 

sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. 

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. 

Oleh karena itu, saran, kritik, dan masukan yang membangun dari para 

pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini di masa 

mendatang. 

Akhirnya, semoga buku “Politik Hukum di Indonesia” ini dapat 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan hukum dan kehidupan bernegara yang lebih demokratis 

dan berkeadilan. 

 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Hormat kami, 

 

Editor 


